1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Kebijakan kriminalisas merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu
perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak
pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan
ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu
kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondis sosia lainnya. Jadi
pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan
kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal),
dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal
policy), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik
kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “Law enforcement”

(Barda Nawawi Arief,2005 : 126).

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda ”Politiek” dan
Bahasa Inggris "Policy” yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan
(S. Wojowasito — Tito Wasito W, 1995 : 52). Berbicara mengena kebijaksanaan
itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik
kriminal, kebijakan politik sosia, kebijakan integral/sistematik dalam

penanggulangan kegahatan. Mengena hal itu erat hubungannya dengan
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pembangunan nasiona yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri.
Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses yang
berkelanjutan (Continuance) menuju kearah perubahan yang lebih baik, serta
terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai pembangunan
tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis kembali oleh Kadri
Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan
sertatingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi

yang lebih baik dibidang sosial (Kadri Husin, 1999 : 1).

Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum itu
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena
pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat
dari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memelihara

pembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil.

Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridis
filosofis-konstitusional (karena tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945), kehidupan bernegara/bermasyarakat/berkehidupan kebangsaan yang
bebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Adanya hukum
sebagal bagian dari kebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapat
berjalan dengan lancar dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari atau
dikurangi serta dapat menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biaya
masyarakat (social cost) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman,

adil, dan sgjahtera.
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Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itupula harus bersendikan
pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara
melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam
masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum menjaankan fungsinya :

1. Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang
memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang
dengan orang;

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;

3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam ha terjadi
perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka
hukum mempunyai fungsi:

a Saranakontrol sosial.
b. Sarana untuk melakukan ”social engineering” atau rekayasa sosial.

( Kadri Husin, 1999 : 4)

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum
memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasiona itu sendiri telah
memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan
akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan
kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam
pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau

politik kriminal.
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Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang
dikemukakan oleh Sudarto yang dikutif oleh Barda Nawawi Arief mengatakan,
bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (criminal policy)
yang berarti suatu usaharasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan
atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan krimina itu, Sudarto juga
mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

1. daam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

2. daam arti luas, iadah keseluruhan fungs dari aparatur penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3. dadam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah
keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan
badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral
dari masyarakat.

(Barda Nawawi Arief, 2002 : 1)

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik
kriminal sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha
pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang

lebih luas, yaitu kebijakan sosial (Barda Nawawi Arief, 2001 : 73).

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social
yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy)

maupun  non-pena, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada
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tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal)

”social welfare” dan ”social defence” (lihat skema berikut ini).

Bagan Skema Palitik kriminal

!— Social welfare policy

Social policy GOAL
SWSD
Social defence polic)
- Formul
— Penal - Aplikasi
Criminal policy | - Eksekusi
. Non-penal

(Barda Nawawi Arief, 2001 : 74)

Tujuan akhir dari politik krimina atau kebijakan kriminal ialah perlindungan
masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai
istilah, seperti kebahagian warga masyarakat/penduduk (happiness of the citizen);
kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (a wholesome and cultural
living), kesgahteraan masyarakat (social welfare) atau untuk mencapai
keseimbangan (equality). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri
adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman,

tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
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Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik
kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter
Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief

mengenai “criminal policy”, dengan skema dibawabh ini:

menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat

ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat
media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass
media).

(Barda Nawawi Arief, 2002 : 42)

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai
masyarakat yang sgahtera dan perlindungan masyarakat sebagai perwujudan

pembangunan manusia seutuhnya.

Upaya penanggulangan keahatan atau tindak pidana, seperti  hanya
penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan
dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan

menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).
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1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Marc Ancel menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga)
komponen, yaitu; “criminology’, *““criminal law’, “penal policy”’. Marc Ancel
juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “penal policy™
sebagaimana yang dikutif oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “penal policy’” adalah
suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi
pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada
pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara

atau pel aksana putusan pengadilan (Barda Nawawi Arief, 2002 : 21).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto yang dikutif oleh Barda Nawawi

Arief, politik hukum, adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu saat.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian,politik hukum pidana berarti mengadakan
pemilihan untuk mencapa hasil perundang-undangan pidana yang paling baik

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidana
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itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan

suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Menurut A. Mulder yang dikutif oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum

pidanaialah kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
diperbaharui;

2. apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinyatindak pidana;

3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana

harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum
pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan
kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana pena (hukum pidana) juga
menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada s pelanggar.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang
kemudian menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu saah satu upaya
penanggulangan tindak pidana, yakni pertama “total enforcement” (penegakan
hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif
(substansif law of crime). Penegakan hukum secara total inipun memiliki
keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara
pidana yang antara lan meiputi aturan-aturan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta ha lainnya

Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "area of no enforcement” (area
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dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan
hukum kedua, yaitu ”full enforcement” (penegakan hukum secara penuh) dalam
ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara
maksimal. Hal ini dianggap “not a realistic expectation”, sebab adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana
dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “discreation” dan yang

”actual enforcement” (Barda Nawawi Arief, 2002 : 26).

Berdasarkan teori Yoseph Goldstein di atas serta kaitannya dengan kebijakan
penegakan hukum atau penaggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan
dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada “actual enforcement”, yaitu
merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum
atau penanggulangan secara “actual enforcement” melihat pada kenyataanya
bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum dalam hal penegakan

hukum maupun penanggul angan terhadap kejahatan atau tindak pidanaitu.

2. Upaya Non-Penal dalam K ebijakan Penanggulangan K g ahatan

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat
preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-pena lebih bersifat
tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor
kondusif itu antara lain berpusat pada masal ah-masalah atau kondisi-kondisi sosia
yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh

suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara
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makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis

dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosiad yang dapat menjadi faktor kondusif
timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena
keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non-
penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa

masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan kegahatan menggunakan upaya non-pena perlu digdli,
dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipas
masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra-legal
system” atau “informal and traditional system” yang ada dalam masyarakat.
Selain upaya pena juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat
kebijakan sosia dan dengan menggali berbagai potens yang ada di dalam
masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya pena itu digali dari berbagai sumber

lainnya yang juga mempunyal potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya media persmedia massa, pemanfaatan kemajuan
teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.
Mengenal potens efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto,
bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya
non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum)

potensial (Barda Nawawi Arief, 2002 : 50).
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Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil pemaparan di atas mengenai upaya non-
penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di atas, cukup beralasan kiranya
untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya

non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Secara konsepsional, inti dan arti kebijakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang
mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1986 : 30).

Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau
tindak pidana, sebaga upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau
bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian,
maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan
minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut,
yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian
tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (legal), aspek struktur (legal
structure), aspek budaya hukum (legal culture), maka suatu kebijakan hukum

sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut (Barda Nawawi Arief, 2001 : 4).

B. Pengertian ldiologi Menurut Undang Undang Keamanan Negara

Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi
sebagal kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti

keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai



25

kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial.
Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan
pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat
sebagal sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk

mel egitimasikan kekuasaannya.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah
keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial
atau kebudayaan tertentu. Arti keduaini terutama ditemukan dalam negara-negara
yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti

netral karenabaik buruknyatergantung kepadaisi ideologi tersebuit.

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan
dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosia yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak
dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi.
Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran
metafisis termasuk dalam wilayah ideologi. Dari tiga arti kata ideologi tersebut,
yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu
sebagal sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti
netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa.
Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik

Indonesia (Jimly Asshiddigie,1994:1).

Terdapat dua tipe ideologi sebaga ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut
adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah gjaran atau

pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma
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politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh
dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan
harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan
berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan
apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman
sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai

lain.

Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan
kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar sgja, tetapi juga menentukan hal-
hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak
masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri.
Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa reserve.Ciri lain dari suatu ideologi
tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang
harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik-buruknya pandangan
yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan
ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan
berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh €lit tertentu, yang berarti bersifat otoriter

dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Contoh paling bak dari ideologi tertutup adalah Marxisme-Leninisme. Ideologi
yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir
[lianov Lenin ini berisi sistem berpikir mula dari tataran nilai dan prinsip dasar

dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat,
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berbangsa dan bernegara. ldeologi Marxisme-Leninisme meliputi gjaran dan

paham tentang

a. Hakikat realitas aam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme;

b. Ajaran maknasejarah sebagai materialisme historis;

c. Normanorma bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana
individu harus hidup; dan

d. Legitimas monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum

proletar.

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar,
sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-
politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral
yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak
dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis.
Dengan sendirinyaideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat
dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat

ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

Pancasila sebagal ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem
kapitalisme-libera maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan
melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang
ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras
baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan
demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga

demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan
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usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha.
Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian,
bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga

negaralainnya.

Pancasila sebagal ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem
kapitalisme-libera maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan
melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang
ekonomi maupun politik. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi
politik semata seperti dalam ideologi libera-kapitalis, tetapi juga demokrasi
ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha
bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha.
Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian,
bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga

negaralainnya. .(Jimly Asshiddigie,2005:1).

C. Pengertian tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

Kgahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.
Kgahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang
terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti
kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyal ahi norma yang hidup di

masyarakat secara konkret (Heni Siswanto, 2005: 35).

Kegahatan sering juga disebut sebagai tindak pidana. Mengenai pengertian tindak

pidana (strafbaarfeit) para sarjana hukum memberikan pengertian yang berbeda-
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beda. Adapun beberapa pengertian dari para sarjana hukum mengenai tindak

pidana, yaitu sebagai berikut :

a

Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuaan orang yang dirumuskan dalam wet, yang

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan”.

Simons

Tindak pidana ialah "kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman pidana”.

Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana — pen) adalah ”perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definis menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan s pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
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2. Definiss menurut hukum positif adalah suatu keadian/feit yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat
dihukum.

(Tri Andrisman, 2006 : 53-54)

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas,
dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak adanya kesatuan pendapat
diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.
Daam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana terlihat terbagi
dalam 2 (dua) pandangan/aliran, baik Aliran Monistis maupun Aliran Dualistis

yang saling bertolak belakang.

Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau
pengertian tindak pidana sgja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur
tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para
pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan/Aliran Monistis

dan Pandangan/Aliran Dualistis.

Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka
sudah dapat dipidana. Sedangkan Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian
tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Monistis dalam
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum (positif/negatif; berbuat/tidak berbuat atau membiarkan);
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2. Diancam dengan pidana;

3. Melawan hukum;

4. Dilakukan dengan kesalahan;

5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

(Sudarto dalam Tri Andrisman, 2006 : 55)

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis
merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);

2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);

3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

(Sudarto dalam Tri Andrisman, 2006 : 56)

Mengenal unsur-unsur tindak pidana (pemidanaan), pendapat Sudarto yang dikutif
oleh Heni Siswanto juga mengemukakan suatu pendapat mengenal hal itu yang
digambarkan dalam suatu skema, (lihat skema dibawah/dihalaman selanjutnya):

Syarat pemidanaan — Pidana

Perbuatan Orang

1. memenuhi rumusan UU 3. kesal ahan/pertang-

2. bersifat melawan hukum gungjawaban

(tidak ada alasan pembenar) a. Mampu bertang-
gungjawab

b. dolus atau culpa

Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu
dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara
konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.



